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BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR 2.58/4 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN

Menimbang :

Mengingat -

EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, tata cara Penganggaran, pelaksanaan dan
Penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur

dan Bantyan Sosial;

Undang—Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah tingkat di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan



Menetapkan

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah
dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun
2012,

Keputusan Gubemur Sulawesi Tenggara Nomor 766 Tahun 2014
Tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Muna Barat
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 07 Tahun 2014 Tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Muna Barat Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

TATA  CARA  PENGANGGARAN, PELAKSANAAN  DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara pemerintahan daerah.



10.

11.

12.

13.

14.

Bupati adalah Bupati Muna Barat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum
daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran PPKD selaku bendahara umum daerah.
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan
dan anggaran SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Kabupaten Muna selaku
Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada
penerima hibah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat
tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan
untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah
Daerah kepada penerima bantuan sosial yang sifatnya tidak secara terus menerus
dan selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko
sosial.

Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim
yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD
dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah
dengan Penerima Belanja Hibah.
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badan; dan/atau
masyarakat.

Pasal 7

Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada di Daerah.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf ¢ diberikan kepada badan usaha milik daerah dalam rangka penerusan hibah
yang diterima Pemerintah Daerah dari pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Hibah kepada badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan
kepada badan yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diberikan
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat-istiadat,
prasarana dan sarana dasar, dan keolahragaan non profesional.

Bagian Ketiga
Bantuan Sosial

Paragraf 1
Kriteria Bantuan Sosial

Pasal 8

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat bantuan tidak wajib,
tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

KeadaKpauadeniertestizechagainagaadiiimikaud pada ayat (2) diartikan bahwa bantuan
sosial stsfabtddjiztridinerikan «séitigp tablbon sanggaran sampai penerima bantuan telah
lepas depasdsikoagikimsosial.



Pasal 9

Bentuk risiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), antara lain:

b
C.
d

(1)

()

®3)

risiko yang terkait dengan krisis sosial;

risiko yang terkait dengan krisis ekonomi;

risiko yang terkait dengan krisis politik;

risiko yang terkait dengan krisis fenomena alam dan bencana alam.

Paragraf 2
Bentuk Bantuan Sosial

Pasal 10

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang
atau barang.

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat
berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu dan korban
bencana.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan
kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak
mampu, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi
kelompok masyarakat kurang mampu.

Paragraf 3
Penggunaan Bantuan Sosial

Pasat 11

Penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) meliputi:

-~ 0 0 p oW

rehabilitasi sosial;
perlindungan sosial;
pemberdayaan sosial;

jaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan
penanggulangan bencana.
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Pasal 12

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, ditujukan untuk
memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, ditujukan
untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial
seseorang, keluarga, dan kelompok masyarakat, agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢, ditujukan
untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah
sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan skema
yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e,
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,

~ keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber

mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f,
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Paragraf 4
Penerima Bantuan Sosial

Pasal 13

Penerima Belanja Bantuan Sosial meliputi:

a.

individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam,
agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan
bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat
dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.
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BAB IV
PENGANGGARAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 14

Pemohon menyampaikan permohonan hibah atau bantuan sosial secara tertulis
kepada Bupati melalui SKPD.

Pemohon menyampaikan permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lambat tanggal 24 Desember.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. proposal paling sedikit memuat:
1. latar belakang;
2. maksud dan tujuan;
3. rincian rencana kegiatan;
4. rencana penggunaan hibah atau bantuan sosial.
b. susunan kepanitian bagi kelompok masyarakat;
c. surat pemyataan kesanggupan mengelola uang, barang atau jasa sesuai
dengan peruntukkannya;
kartu tanda penduduk yang masih berlaku; dan
e. surat pemyataan kesediaan menyediakan dana pendamping apabila
diperiukan.

Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
ditandatangani oleh pemohon, dengan diketahui oleh kepala desa dan camat bagi
kelompok masyarakat di tingkat desa.

Pasal 15

Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d serta lembaga non

pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b selain melampirkan

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dilengkapi dengan

persyaratan sebagai berikut:

a. akta notaris pendirian badan atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. nomor pokok wajib pajak;

c. izin teknis dari instansi yang berwenang;

d. fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua dan
sekretaris atau sebutan lain; dan
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(3)

e. salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan serta lembaga non

pemerintah.

Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf ¢
untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat
peribadatan, pondok pesantren, dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat
non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi swadaya masyarakat.

Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf ¢, dan huruf e untuk bantuan sosial kepada lembaga non pemerintah yang
bersifat non formal, yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Pasal 16

Organisasi kemasyarakatan dengan persyaratan telah terdaftar pada Pemerintah
Daerah paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan.
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Bagian Kedua
Verifikasi Permohonan

Pasal 17

SKPD melakukan verifikasi permohonan hibah atau bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14.

Kepala SKPD menyampaikan rekomendasi permohonan hibah atau bantuan
sosial berdasarkan hasil verifikasi kepada Bupati melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang
dituangkan dalam daftar nominatif calon penerima belanja hibah atau bantuan
sosial.

Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disertai daftar nominatif calon penerima belanja hibah atau bantuan sosial
kepada Bupati.

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman

alokasi anggaran belanja hibah atau bantuan sosial dalam rancangan KUA dan
PPAS.
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Bagian Ketiga
Pencantuman, Pelaksanaan dan Penatausahaan

Hibah dan Bantuan Sosial

Pasal 18

Belanja hibah dan bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam usulan
anggaran PPKD.

Belanja hibah dan bantuan sosial berupa barang atau jasa dicantumkan dalam
usulan anggaran SKPD.

Usulan anggaran PPKD dan usulan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran belanja hibah dan bantuan
sosial dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Pengalokasian anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh melebihi

anggaran yang tercantum dalam proposal permohonan hibah dan bantuan sosial.

(1)

()

3)

(4)

Pasal 20 -

PPKD menganggarkan belanja hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah,
objek, dan rincian objek belanja hibah.

PPKD menganggarkan belanja bantuan sosial berupa uang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis
belanja bantuan sosial, objek, dan rincian objek belanja bantuan sosial.

SKPD menganggarkan belanja hibah berupa barang atau jasa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam kelompok belanja langsung, yang
diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam jenis belanja
barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja barang atau jasa yang akan
diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga.

SKPD menganggarkan Belanja Bantuan Sosial berupa barang atau jasa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam kelompok belanja
langsung, yang diformulasikan dalam program dan kegiatan, serta diuraikan dalam
jenis belanja barang dan jasa, objek, dan rincian objek belanja barang atau jasa
yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.



(5) Rincian objek Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3)
memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja hibah.

(6) Rincian objek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (4) memuat nama dan alamat lengkap penerima serta besaran belanja
bantuan sosial.

Pasal 21

Dalam hal penerima bantuan sosial tidak dapat diperkirakan sebelumnya yaitu orang
terlantar, korban bencana dan sakit, rincian objek belanja bantuan sosial hanya
dicantumkan besaran belanja bantuan sosial.

Pasal 22

(1) PPKD atau SKPD berdasarkan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) menyusun dokumen pelaksanaan
anggaran.

(2) Dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
DPA-PPKD untuk belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang dan DPA-
SKPD untuk belanja hibah dalam bentuk barang atau jasa dan bantuan sosial
dalam bentuk barang.

Bagian Keempat
NPHD

Pasal 23

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD dan digunakan sesuai dengan
persyaratan yang diatur dalam NPHD.

Pasal 24

NPHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat:
pemberi dan penerima Hibah;
jumiah dan tujuan pemberian Hibah;
besaran/rincian penggunaan Hibah yang akan diterima,;

tata cara pencairan/penyaluran/penyerahan Hibah;
penggunaan Hibah; dan

a

b

c

d. hak dan kewajiban;
e

f.

g. sanksi.
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Pasal 25

Hibah dalam bentuk uang sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah),
NPHD ditandatangani oleh PPKD dan penerima hibah.

Hibah dalam bentuk barang dengan nilai sampai dengan Rp.100.000.000,00
(seratus juta rupiah), NPHD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan penerima
hibah.

NPHD dengan nilai lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati dan
penerima hibah.

Bagian Kelima
Penetapan Penerima Hibah dan Bantuan Sosial

Paragraf 1
Penetapan Penerima Hibah

Pasal 26

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa
yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah
tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/penyerahan hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

Paragraf 2
Penetapan Penerima Bantuan Sosial

Pasal 27

Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan
sosial yang tercantum dalam keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
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Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang
telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi

Pasal 31

Penerima hibah atau bantuan sosial bertanggung jawab atas penggunaan hibah
atau bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah berupa
uang, barang, atau jasa yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD.

Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial telah
diterimanya.

Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a memuat laporan realisasi kegiatan dan realisasi keuangan.

Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditandatangani penanggung jawab penerima hibah atau bantuan sosial.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada
Bupati dengan tembusan SKPD paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran
berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

SKPD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan
bantuan sosial.

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi
pengawasan.

Pasal 33

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

(1) Pemberian hibah dan bantuan sosial pada tahun 2015 dilakukan melalui
mekanisme APBD tahun 2015 dan Perubahan APBD tahun 2015 berdasarkan

data permohonan SKPD.

(2) Batas akhir penyerahan permohonan hibah dan bantuan sosial disesuaikan

berdasarkan mekanisme SKPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Bupati ini diatur oleh

Kepala SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Y | pada tanggal ,é? November 2015

Pj, BUPA UNA BARAT,

|
L/—' L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal November 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,

.

Drs.AC AMANI,M.Pd
BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2015 NOMOR .........cccoorivrnnne,



LAMPIRAN | PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : NOVEMBER 2015

CONTOH NASKAH PERJANJIAN HIBAH

PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
BUPATI MUNA BARAT
DENGAN
.................................... (Pihak kedua)

TENTANG
PEMBERIAN HIBAH.......c.cocceerveercraeenns

Nomor : [Peri/Bt/

Nomor :
Pada hari ini c.ccoveecenernecssccacssees tanggal ...ccceeeeeeennens bulan.....cceereensenennees tahun dua
1] 10 SR bertempat di Laworo, kami yang bertandatangan di bawah ini :
1. Nama e eeeereteeeeerreeaeeaereraeeens
2. Jabatan : Pj. Bupati Muna Barat (afau Pejabat yang ditunjuk)
3. Alamat PSPPI PPP

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai pemberi hibah, dan oleh
karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Muna Barat, berdasarkan

Surat Keputusan Bupati Nomor ......c.ceeeeee. Tahun 2015 tentang.......c..... (*apabila
Bupati menunjuk pejabat lain untuk menandatangani NHPD) yang selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA.

1. Nama ettt e e e e e e eaans
2. Jabatan : Pj. Bupati Muna Barat (atau Pejabat yang ditunjuk)
3. Alamat

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena itu sah
mewakili, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing masing dalam kedudukannya tersebut
menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai berikut :



X4

bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan
pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusahaan daerah / masyarakat /
organisasi kemasyarakatan, maka periu memberikan hibah kepada .....ccccernnneeee
berupa................. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Muna Barat;

bahwa PIHAK KEDUA sanggup menggunakan hibah tersebut sesuai dengan
peruntukannya.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka dengan ini PIHAK PERTAMA dan
PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah dengan
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum pelaksanaan perjanjian hibah ini adalah :

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan
Daerah.

(1) Tujuan Pemberian hibah untuk............................
(2) Pemberian hibah akan dipergunakan untuk........................

Cara pencairan hibah adalah......cccceesssreescessssonnens

Pasal 4

(1) PIHAK PERTAMA berhak menerima laporan pertanggungjawaban penggunaan

hibah yang telah diverifikasi dan disahkan oleh Kepala SKPD penanggungjwab
teknis.

(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk :

a. menyerahkan belanja hibah kepada penerima melalui SKPD penanggung
jawab teknis; dan
b. mengevaluasi penggunaan hibah

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :



(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

a. memanfaatkan dana hibah sesuai dengan tujuannya;

b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada
PIHAK PERTAMA melalui SKPD penanggung jawab teknis setelah kegiatan
selesai; dan

c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahap
sebelumnya untuk pencairan hibah tahap berikutnya.

Pasal 6

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur
kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan
dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

(2) Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai
cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

: B & L 3 = .2y
S ] WoORTRd el v B P U ITRRT @ i

L.M. RAJIUN TUMADA




LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI MUNA BARAT
NOMOR : 2684 TAHUN 2015
TANGGAL : |$ NOVEMBER 2015

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
MUTLAK/PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama
Jabatan
Alamat

Bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun 2015 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dengan ini menyatakan bahwa
kami sebagai penerima dana hibah Tahun 2015, akan bertanggung jawab mutlak
terhadap penggunaan dana hibah yang kami terima sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaannya
sehingga kemudian menimbulkan kerugian negara, maka kami bersedia mengganti dan
menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Penerima Hibah
Kepala SKPD

Pj. BUP MUNABARAT

L.M. RAJIUN TUMADA
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